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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana idealitas prinsip syariah, khususnya nilai ta’awun 

dan keadilan bagi hasil, dinegosiasikan dengan realitas ekonomi anggota dalam kebijakan 

restrukturisasi pembiayaan dan penerapan denda di KSPPS NURI Cabang Palduding. Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan telaah dokumen kebijakan untuk menggali secara komprehensif pertimbangan 

normatif, teknis, dan sosial yang melandasi pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan restrukturisasi, penjadwalan ulang angsuran, penundaan margin, serta denda 

persuasif diposisikan sebagai upaya mencari titik temu antara tuntutan idealitas syariah dan 

kebutuhan menjaga keberlanjutan keuangan lembaga, sekaligus merespons kerentanan ekonomi 

anggota. Negosiasi ini melahirkan pola praktik yang di satu sisi memperkuat citra koperasi sebagai 

lembaga yang mengedepankan ta’awun dan kemanusiaan, namun di sisi lain menyisakan potensi 

kesenjangan antara keadilan normatif yang dirumuskan dalam teori/fatwa dan keadilan yang 

dirasakan anggota. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tentang 

implementasi prinsip syariah dalam kelembagaan keuangan mikro serta menjadi dasar perumusan 

pedoman operasional yang lebih eksplisit, transparan, dan partisipatif dalam pengelolaan 

restrukturisasi dan denda di koperasi syariah. 

Kata Kunci: Ta’awun, Keadilan Bagi Hasil.  

 

Abstract  

This study aims to analyze how the ideality of Sharia principles particularly the values of ta’awun 

(mutual assistance) and fairness in profit-sharing, is negotiated with members’ economic realities 

in the financing restructuring policies and the implementation of penalties at KSPPS NURI, 

Palduding Branch. The research employs a qualitative approach with a case study design, using in-

depth interviews, observation, and policy document analysis to comprehensively explore the 

normative, technical, and social considerations underlying decision-making. The findings reveal 

that restructuring policies, rescheduling of installments, margin postponement, and persuasive fines 
are positioned as efforts to find a middle ground between the demands of Sharia ideality and the 

need to maintain the institution’s financial sustainability, while simultaneously responding to 

members’ economic vulnerability. This negotiation results in a pattern of practice that, on one 

hand, strengthens the cooperative’s image as an institution upholding ta’awun and humanitarian 

values, yet on the other hand, leaves a potential gap between the normative justice formulated in 

theory/fatwa and the justice perceived by members. The research findings are expected to enrich 

the discourse on the implementation of Sharia principles in microfinance institutions and serve as a 

foundation for formulating more explicit, transparent, and participatory operational guidelines for 

managing restructuring and penalties in Sharia cooperatives.   
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Pendahuluan 

Latar belakang topik analisis pendekatan ta'awun (saling tolong-menolong berdasarkan QS 

Al-Maidah:2) dan keadilan bagi hasil dalam meningkatkan kualitas layanan anggota Koperasi 

Syariah di KSPPS Nuri Cabang Palduding berakar pada prinsip syariah yang membedakan koperasi 

ini dari konvensional, di mana tantangan seperti ketidaktransparanan distribusi keuntungan  melalui 

akad mudharabah (nisbah 70:30) sering melemahkan loyalitas anggota terutama di Pamekasan, 

Madura, dengan pertumbuhan anggota dari 170 (2018) menjadi 298 (2020) pasca-COVID, sehingga 

penelitian ini peting untuk mengisi gap teori dan praktik lokal, beri rekomendasi bagi OJK serta 

DSN-MUI guna optimalkan inklusi keuangan UMKM, sejalan tren 2025-2026 seperti digitalisasi 

manajemen bagi hasil, inovasi e-commerce syariah, dan pertumbuhan aset perbankan syariah 

Rp1.006 triliun (Sep 2025, +9,4%) yang dorong koperasi seperti Nuri kompetitif di ekonomi 

syariah global.  

Meskipun tantangan distribusi bagi hasil sering muncul, pendekatan ta'awun justru menjadi 

perekat utama dalam praktik sehari-hari koperasi syariah. Fenomena sikap dan budaya ta'awun di 

KSPPS Nuri Cabang Palduding terlihat sebagai sikap dan budaya kinerja di lembaga ini sebagai 

prinsip utama melalui inisiatif solidaritas, seperti pemberian keringanan administratif. Bantuan yang 

diberikan antara lain restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, penundaan 

pembayaran margin, serta pendampingan usaha. 

Bantuan-bantuan tersebut, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, 

penundaan margin, dan pendampingan usaha, menjadi lebih terstruktur melalui mekanisme 

operasional yang inklusif.  Sebagai wujud nyata ta’awun dalam bentuk lain, KSPPS Nuri Cabang 

Palduding menerapkan sistem layanan berbasis gotong royong melalui prosedur partisipatif, yakni 

anggota mengajukan permintaan bantuan kepada pengurus, dilanjutkan asesmen menyeluruh 

terhadap kondisi usaha dan kapasitas finansial mereka. Keputusan akhir dihasilkan melalui 

musyawarah kolektif yang mengedepankan keadilan syariah serta manfaat bersama (maslahah). 

Program ini terbukti efektif meringankan beban ekonomi anggota, menjaga kontinuitas usaha 

UMKM, serta mencegah tekanan finansial ekstrem, sehingga memperkuat solidaritas komunitas 

syariah. 

Selain efektivitas program ta'awun, prinsip keadilan juga tercermin dalam kebijakan 

operasional sehari-hari. Kebijakan layanan dan keadilan koperasi syariah mengedepankan keadilan 

dan kemanusiaan, di mana konsep keadilan dan dan kemanusiaan tercermi dalam dalam suatu 

kebijakan melalui penagihan dilakukan secara persuasif dengan denda sebagai alat disiplin yang 

mempertimbangkan kondisi anggota (Tarmidzi Anas et al. 2024).  

Ta’awun dalam layanan merupakan prinsip saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan 

(al-birr wa al-taqwa) serta menolak segala bentuk kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dalam 

konteks kualitas layanan, ta’awun tercermin ketika penyedia jasa memposisikan diri sebagai mitra 

yang secara tulus membantu pemenuhan kebutuhan anggota, bukan sekadar pelaksana transaksi 

komersial. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa semakin kuat orientasi ta’awun pada 

karyawan, semakin tinggi kinerja pelayanan (service performance) yang ditampilkan. Implikasi 

praktisnya, ta’awun mendorong perilaku layanan yang proaktif, ramah, dan empatik karena aktivitas 

menolong dipandang sebagai ibadah; di saat yang sama, praktik layanan tetap berada dalam koridor 

syariat sehingga tidak merugikan pihak mana pun dan tidak mengorbankan hak satu pihak demi 

pihak lain. 
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Keadilan bagi hasil Keadilan dalam mekanisme bagi hasil diwujudkan melalui pembagian 

keuntungan dan risiko yang proporsional, transparan, dan disepakati secara jelas sejak awal akad 

(nisbah). Dalam praktik perbankan dan keuangan syariah, prinsip ini menempatkan nasabah sebagai 

mitra yang setara, bukan objek eksploitasi, sehingga setiap pihak yang mengharapkan hasil juga 

menerima porsi risiko secara adil. Kajian empiris di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa 

produk berbasis bagi hasil yang dirancang sesuai prinsip keadilan nisbah yang jelas, pembagian 

risiko yang seimbang, serta bebas riba dan gharar berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial. 

Implikasi terhadap kualitas layanan tampak pada meningkatnya persepsi fairness dalam kontrak dan 

realisasi bagi hasil, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dan kepuasan nasabah. 

Kualitas pelayanan islami Kualitas pelayanan islami dapat dipahami sebagai evaluasi 

pelanggan terhadap jasa yang diberikan lembaga yang seluruh proses dan aktivitasnya berlandaskan 

nilai moral Islam dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariat. Dalam kerangka ini, dimensi-dimensi 

kualitas layanan tidak hanya diukur dari aspek fungsional dan teknis, tetapi juga dari sejauh mana 

layanan tersebut mencerminkan integritas, kejujuran, amanah, dan komitmen pada nilai-nilai 

ilahiah. 

Fenomena di KSPPS NURI Cabang Palduding tersebut menunjukkan adanya sesuaian 

antara harapan normatif yang dirumuskan dalam teori dan fatwa dengan realitas empiris di 

lapangan. Secara normatif, prinsip ta’awun dan keadilan bagi hasil menuntut adanya hubungan 

kemitraan yang setara, distribusi risiko dan keuntungan yang benar‑benar proporsional, serta 

layanan yang sepenuhnya bebas dari praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak.  Namun, 

pada tataran praktik, penerapan prinsip tersebut kerap harus dinegosiasikan dengan dinamika 

ekonomi anggota, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan menjaga keberlanjutan 

operasional koperasi, sehingga idealitas normatif tidak selalu dapat terwujud secara utuh 

Berbagai kebijakan keringanan administratif, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang 

angsuran, hingga penundaan pembayaran margin memang mencerminkan semangat ta’awun dan 

kepedulian sosial, tetapi sekaligus mengindikasikan bahwa mekanisme bagi hasil belum 

sepenuhnya berjalan dalam kondisi ideal sebagaimana diasumsikan dalam teori.  Demikian pula, 

penggunaan denda sebagai instrumen disiplin yang dipertimbangkan kondisi anggota 

memperlihatkan adanya kompromi antara tuntutan keadilan normatif dan kebutuhan menjaga 

kedisiplinan finansial, yang berpotensi menimbulkan jarak antara konsep keadilan dalam fatwa dan 

persepsi keadilan anggota di tingkat empiris.  Dengan demikian, konteks KSPPS NURI Cabang 

Palduding menyediakan ruang analitis yang penting untuk mengkritisi sejauh mana nilai ta’awun 

dan keadilan bagi hasil mampu dioperasionalkan tanpa menyimpang dari kerangka normatif yang 

menjadi rujukan teoretik.  

Dalam kerangka normatif, layanan di koperasi syariah idealnya beroperasi sepenuhnya di 

atas prinsip ta’awun dan keadilan bagi hasil, yakni terwujudnya hubungan kemitraan yang setara, 

pembagian risiko dan keuntungan yang benar‑benar proporsional, serta mekanisme pelayanan yang 

bersih dari segala bentuk praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kenyataannya, di 

KSPPS NURI Cabang Palduding prinsip ideal tersebut kerap harus dinegosiasikan dengan kondisi 

ekonomi anggota yang fluktuatif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta tuntutan menjaga 

keberlanjutan operasional, hal ini tampak dalam kebijakan keringanan administratif, restrukturisasi 

pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, penundaan margin, dan penggunaan denda sebagai 

instrumen disiplin yang berorientasi kompromi. Jika kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi 

aktual ini tidak diatasi secara sistematis, maka akan muncul risiko berkurangnya integritas 

penerapan nilai syariah, menguatnya jarak antara keadilan normatif dan keadilan yang dirasakan 
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anggota, menurunnya kepercayaan serta loyalitas anggota, dan pada akhirnya berpotensi 

melemahkan keberlangsungan koperasi syariah itu sendiri. 

Kesenjangan utama yang mengemuka dalam konteks KSPPS NURI Cabang Palduding 

terletak pada perbedaan antara idealitas normatif prinsip ta’awun dan keadilan bagi hasil yang 

menuntut kemitraan setara, pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, serta layanan yang 

sepenuhnya adil, dengan realitas empiris berupa kebutuhan melakukan restrukturisasi, penjadwalan 

ulang angsuran, penundaan margin, dan penerapan denda sebagai respons atas keterbatasan 

ekonomi anggota dan kelembagaan.  Di satu sisi, berbagai kebijakan keringanan dan pendampingan 

usaha merefleksikan kuatnya semangat ta’awun, namun di sisi lain menunjukkan bahwa mekanisme 

bagi hasil dan disiplin pembayaran tidak selalu berjalan dalam format ideal sebagaimana 

diasumsikan teori dan fatwa, sehingga berpotensi menimbulkan jarak antara keadilan normatif dan 

keadilan yang dirasakan anggota.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

secara kritis bagaimana kesenjangan tersebut muncul dan dinegosiasikan dalam praktik, serta 

merumuskan pola operasional yang memungkinkan nilai ta’awun dan keadilan bagi hasil 

diimplementasikan secara lebih konsisten tanpa mengabaikan realitas ekonomi anggota.  

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus yang berfokus pada kebijakan restrukturisasi dan penerapan denda di 

KSPPS NURI Cabang Palduding dalam bingkai negosiasi antara idealitas syariah dan realitas 

ekonomi anggota. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara 

mendalam makna, pertimbangan, dan dinamika yang melatarbelakangi praktik kebijakan tersebut 

dari perspektif para pelaku yang terlibat. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara 

intensif dan kontekstual satu unit kasus tertentu, yakni KSPPS NURI Cabang Palduding, sehingga 

diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip ta’awun dan keadilan bagi hasil 

dioperasionalkan dalam situasi konkret. 

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi, dan studi 

dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pengelola/pengurus KSPPS, petugas 

lapangan, dan anggota yang mengalami restrukturisasi atau dikenai denda, guna menggali 

pemahaman mereka tentang dasar syariah, pertimbangan ekonomi, serta persepsi keadilan dalam 

pelaksanaan kebijakan. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan, musyawarah, dan praktik 

penagihan di lapangan untuk menangkap pola interaksi dan implementasi kebijakan secara faktual. 

Studi dokumentasi mencakup penelaahan SOP, pedoman internal, notulen rapat, serta arsip 

kebijakan restrukturisasi dan denda sebagai bahan triangulasi dan penegasan konstruksi kebijakan. 

Hasil Dan Pembahasan 

1. Idealitas Syariah: Ta’awun dan Keadilan Bagi Hasil sebagai Kerangka Normatif   

Idealitas syariah dalam konteks keuangan mikro syariah bertumpu pada ta’awun dan 

keadilan bagi hasil sebagai kerangka normatif yang mengarahkan seluruh desain hubungan 

lembaga anggota. Ta’awun menuntut praktik tolong‑menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, 

sehingga hubungan kelembagaan ditata sebagai kemitraan yang saling menguatkan, bukan 

hubungan transaksional yang eksploitatif, di sini, teori etika bisnis Islam menekankan nilai 

shidiq, amanah, dan ukhuwwah sebagai pilar interaksi ekonomi yang berorientasi maslahah 

bersama.  Sementara itu, keadilan bagi hasil berakar pada teori kontrak syariah (akad 

musyarakah, mudharabah, dan sejenisnya) yang menegaskan prinsip profit and loss sharing, 

(Fahamsyah et al. 2024), keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional, transparan, (M. 
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Fauzal Fadhil 2023; Ugang 2022) dan disepakati sejak awal, sehingga setiap pihak memikul 

konsekuensi ekonomi secara seimbang dan bebas dari unsur riba, gharar, serta kezhaliman.  

Dalam perspektif teori kualitas pelayanan islami, kedua prinsip ini seharusnya termanifestasi 

dalam layanan yang adil, empatik, transparan, dan konsisten dengan fatwa serta regulasi syariah, 

sehingga keadilan normatif dan keadilan yang dirasakan anggota berada dalam satu garis yang 

harmonis.  

Fenomena di KSPPS NURI Cabang Palduding Pamekasan menunjukkan bahwa idealitas 

normatif tersebut di satu sisi menjadi rujukan nilai, tetapi di sisi lain terus dinegosiasikan 

dengan realitas ekonomi anggota. Artinya berdasarkan hasil wawacara dengan infomern 

pengurus koperasi syariah KSPPS NURI Kantor Cabag Paltuting  dan telaah dukumen 

menunjukkan adanya budaya ta’awun yang cukup kuat, tercermin melalui kebijakan keringanan 

administratif, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, penundaan pembayaran 

margin, serta pendampingan usaha yang diorganisasi melalui mekanisme asesmen dan 

musyawarah partisipatif.  Dalam wawancara, pengelola (misalnya manajer cabang) menjelaskan 

bahwa ketika anggota mengalami penurunan omzet, “anggota lebih dulu melihat kondisi di 

lapangan, kemudian menawarkan skema keringanan atau penjadwalan ulang agar usahanya 

tidak mati,” sedangkan petugas lapangan menambahkan bahwa denda “dipakai untuk menjaga 

kedisiplinan, tetapi nominal dan cara penagihannya disesuaikan dengan kemampuan anggota.”  

Secara kritis, praktik ini menunjukkan adanya upaya nyata mengoperasionalkan ta’awun dan 

keadilan substantif, namun sekaligus mengindikasikan bahwa prinsip bagi hasil ideal, di mana 

risiko dan hasil betul‑betul terbagi proporsional, tidak sepenuhnya terwujud karena lembaga 

tetap harus menjaga keberlanjutan portofolio dan likuiditas.  Di titik ini, teori keadilan 

distributif dan teori maqashid syariah menjadi relevan misalnya, langkah‑langkah fleksibel 

seperti restrukturisasi dan denda persuasif dapat dipahami sebagai ikhtiar menjaga hifz al‑mal 

(perlindungan harta) dan hifz al‑nafs (perlindungan jiwa ekonomi anggota), tetapi jika parameter 

dan batasannya tidak dirumuskan secara jelas, ada risiko bergesernya orientasi, dari keadilan 

yang hakiki menuju kompromi pragmatis yang berpotensi mengaburkan makna substantif 

ta’awun dan keadilan bagi hasil itu sendiri. (Iffatin Nur et al. 2020; Abdullah et al. 2023) 

2. Realitas Ekonomi Anggota dan kebijakan restrukturisasi Sebagai Faktor Pendorong 

Negosiasi  

Realitas ekonomi anggota yang rapuh dan kebijakan restrukturisasi pembayaran angsuran 

di  KSPPS sebagai respon realistis sosial ekonomi anggota, sekaligus memicu ruang negosiasi 

antara idealitas syariah dan tekanan lapangan.(Hairuni 2024). 

Pendapatan anggota UMKM sangat dipengaruhi musim, lokasi, dan guncangan eksternal 

(seperti pandemi), sehingga cashflow mereka tidak stabil dan mudah turun tajam. Usaha kecil 

dan mikro umumnya memiliki pencatatan keuangan sederhana, akses pasar terbatas, dan 

bergantung pada modal kerja harian sehingga sangat rentan terhadap penurunan penjualan.  

Lembaga keuangan seperti KSPPS pada umumnya beroperasi dengan modal yang terbatas, 

skala usaha yang kecil, serta jangkauan anggota yang sempit, sehingga ketahanan lembaga 

terhadap tingginya Non Performing Financing (NPF) (Bambang Iswanto and Ibadurrahman 

2023) menjadi relatif lemah. Kondisi ini diperburuk oleh kualitas sumber daya manusia 

koperasi yang sering kali belum optimal dalam manajemen risiko, analisis kelayakan, dan 

pengelolaan pembiayaan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya pembiayaan 

bermasalah (Agusty and Budianto 2024). 



Humaidi, Negotiation Between Sharia Ideality And Members Economic Reality: A Case Study Of 
Restructuring And Penalty Policies At KSPPS Nuri, Palduding Branch 
 

124 

 

Dalam berbagai studi KSPPS, sebagaiana di lakukan oleh Amin (2025);(Lestiana et al. (2023) 

mengatakan bahwa  strategi utama menghadapi pembiayaan bermasalah (Wahyudi 2024) 

adalah restrukturisasi yang meliputi rescheduling (Matnin, 2018) (penjadwalan ulang 

angsuran), reconditioning (pelonggaran atau perubahan syarat), dan restructuring (penataan 

kembali skema pembiayaan) (Khozairi et al. 2025). Kebijakan rescheduling, keringanan, dan 

penundaan margin diterapkan untuk menyesuaikan kewajiban anggota dengan kemampuan 

bayar aktual mereka, sehingga usaha anggota tetap berjalan dan NPF dapat ditekan, bukan 

semata-mata dibiarkan macet. Penentuan bentuk restrukturisasi umumnya mempertimbangkan 

kondisi keuangan terkini anggota, prospek usaha, dan kebutuhan menjaga kesehatan lembaga, 

sehingga pilihan kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan kompromi pragmatis, bukan 

ideal teoretis semata.  

Meskipun demikian, fleksibilitas dalam penentuan bentuk restrukturisasi tetap harus 

bergerak dalam koridor prinsip-prinsip normatif pembiayaan syariah.  Secara normatif, 

pembiayaan syariah menuntut pemenuhan akad sebagaimana disepakati, kejelasan hak dan 

kewajiban, serta larangan rekayasa yang mengandung gharar dan ketidakadilan (Ananda and 

Nurlaila 2024; Furqani and Hamid 2019).  

Namun ketika anggota UMKM mengalami tekanan ekonomi berat dan berpotensi gagal 

bayar, KSPPS terdorong mengadopsi skema restrukturisasi (Amin 2025), keringanan, atau 

penundaan margin yang secara praktis mengubah pola waktu dan beban pembayaran demi 

kemaslahatan bersama. Pada titik inilah terjadi negosiasi, di satu sisi lembaga berupaya tetap 

dalam koridor fatwa DSN-MUI tentang restrukturisasi pembiayaan syariah, di sisi lain ia harus 

merespons fluktuasi pendapatan anggota, risiko gagal bayar, dan keterbatasan kelembagaan 

agar KSPPS tidak runtuh.  

3. Restrukturisasi dan Denda sebagai Ruang Negosiasi antara Idealitas dan Praktik   

Secara konseptual, restrukturisasi mencerminkan semangat ta’awun dan kepedulian sosial, 

karena lembaga tidak langsung memutus hubungan pembiayaan, tetapi memberi ruang bagi 

anggota yang mengalami kesulitan melalui penyesuaian akad, perpanjangan tenor, penurunan 

angsuran, atau skema pelunasan lain yang lebih ringan. Dalam perspektif maqashid syariah, 

(Dede Nurwahidah et al. 2024; Fitri Anisa et al. 2024), kebijakan ini dapat dibaca sebagai 

upaya menjaga harta (hifz al-mal) sekaligus melindungi keberlangsungan usaha dan martabat 

anggota, sehingga tidak terperosok lebih dalam ke situasi gagal bayar (Wulandari 2023) yang 

merugikan kedua belah pihak.   

Namun, fakta bahwa restrukturisasi harus sering dilakukan juga menjadi indikator bahwa 

mekanisme bagi hasil (Andila 2023; Beni et al. 2021; Desy Amalia 2020), dan manajemen 

risiko (Ansyari et al. 2024; Adnan Pandu Praja 2021) belum bekerja dalam format ideal, risiko 

usaha belum terbagi secara seimbang antara lembaga dan anggota, analisis kelayakan kurang 

tajam, atau desain produk kurang adaptif terhadap volatilitas sektor riil yang menjadi basis 

pembiayaan. Dengan kata lain, semakin intens lembaga mengandalkan restrukturisasi, semakin 

tampak bahwa ada biaya ketidaksempurnaan dalam penerapan akad dan tata kelola 

pembiayaan, baik pada tahap perencanaan maupun pengawasan. 

Sebagai penyeimbang terhadap kelemahan yang muncul dari ketergantungan pada 

restrukturisasi, lembaga juga mengandalkan instrumen lain yang berfungsi menegakkan 

kedisiplinan pembayaran(Putra and Rosidah 2025). Rasida mengungkapkan bahwa denda 

diposisikan sebagai instrumen disiplin, untuk mencegah moral hazard anggota (Baroroh 2020; 



 

125 

 

Nasution and Wiliasih 2007),  tentu penerapan denda berdasarkan pada biaaya riil operasioal 

yang dilakukan oleh lembaga tersebut, dalam rangka mengurangi budaya menunda bayar, dan 

menjaga arus kas lembaga agar tetap mampu menutup biaya operasional serta memenuhi 

kewajiban kepada anggota lain. Dalam kerangka kelembagaan, denda dipandang sebagai rem 

sosial-ekonomi yang mengingatkan anggota bahwa pembiayaan syariah tetap mengandung 

tanggung jawab kontraktual  hukum yang harus dihormati  (Maulana 2021; Ugang 2022).  

Meski demikian, denda (Hidayat and Mumtazah 2025), berpotensi menimbulkan jarak 

antara “keadilan normatif” (sebagaimana dirumuskan dalam fikih, fatwa, dan regulasi) dan 

“keadilan yang dirasakan” oleh anggota di lapangan. Ketika denda diterapkan secara kaku 

tanpa mempertimbangkan kemampuan riil, konteks musibah, atau asimetri informasi antara 

lembaga dan anggota, denda dapat dirasakan lebih sebagai beban represif daripada instrument 

edukasi (Ernayani et al. 2024; Abdusamatov et al. 2024). Di titik ini, muncul risiko bahwa 

denda justru menambah tekanan finansial pada anggota yang sedang kesulitan, sehingga secara 

sosiologis bertentangan dengan semangat rahmah dan ta’awun yang menjadi ruh pembiayaan 

syariah (Abdullah 2018).  

Simpulan 

Penutup artikel ini dapat dirumuskan dengan menegaskan bahwa implementasi prinsip 

ta’awun dan keadilan bagi hasil di KSPPS NURI Cabang Palduding sekaligus memperlihatkan dua 

wajah, di satu sisi menjadi kekuatan normatif yang mewarnai kebijakan keringanan administratif, 

restrukturisasi, penjadwalan ulang angsuran, penundaan margin, pendampingan usaha, serta pola 

penagihan persuasif; namun di sisi lain mengungkap adanya kesenjangan antara idealitas syariah 

yang menuntut kemitraan setara, pembagian risiko‑keuntungan proporsional, dan layanan 

sepenuhnya adil dengan realitas ekonomi anggota serta keterbatasan kelembagaan yang memaksa 

lahirnya berbagai kompromi operasional.  

Dengan memposisikan restrukturisasi dan denda sebagai ruang negosiasi antara idealitas 

dan praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan islami tidak cukup diukur dari 

kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga dari sejauh mana desain kebijakan mampu menjaga 

keseimbangan antara perlindungan harta lembaga dan keberlangsungan usaha anggota tanpa 

mengaburkan makna substantif ta’awun dan keadilan bagi hasil itu sendiri.  

Oleh karena itu, temuan studi kasus ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual dan 

praktis bagi penguatan model tata kelola KSPPS yang lebih berkeadilan, melalui perumusan 

parameter restrukturisasi dan denda yang lebih terukur, transparansi distribusi bagi hasil, serta 

internalisasi budaya pelayanan berbasis ta’awun, sekaligus memberi masukan bagi regulator seperti 

OJK dan DSN‑MUI dalam menyusun panduan yang lebih kontekstual bagi lembaga keuangan 

mikro syariah di tingkat akar rumput.  
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